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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 3 TAHL]I.J 2OO5

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG

TAHTIN 2OO5

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANC.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 74
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan Pasal 15. Pasal 16, Pasal 17
dan Pasal 150 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, maka perlu menetapkan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum tentang Tata Cara Pendafiaran Pemilih dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005.

Undang-Undang Nomor l3 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor l2 Tahun 2003 tentang pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah. dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4277):

2

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Dewan peru,akilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43 l0);

s,l(o ll,

1 Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2004 tenrang pembentukan
Peraturan 

_Perundang-undangan (Lembaran Neiara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Leirbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 43 g9);

3.



5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor l3 tahun 1950:

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil
Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor l7 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi
dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Informasi Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG TATA CARA
PENDAFTARAN PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEMALANG TAHLIN 2005.

BAt] I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

6

7

8

9

Menetapkan

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Pemalang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten pemalang;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pemaiang yang selanjutnya disebut KpU Kabupaten

sebagaimana dimaksud dalam 
_Undang-undang Nomor-I2 Tahun ioo3 yung diberi wewenang

khusus oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun zoOq untuk menyelengguruLu-n lemitihan Bupati
dan Wakil Bupati Pemalang;

4 Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pelaksana pemungulan suara
dalam pemilihan pada tingkat Kecamatan;

5 Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah pelaksana pemungutan suaradalam pemilihan pada tingkat desa/keluiahan:



6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksanaan
pemungutan suara dalam Pemilihan di Tempat pemungutan Suara;

7. Pemilih adalah penduduk Kabupaten pemalang yang pada hari dan tanggal pemungutan suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2005 telah berusia iikurang-kuiangnya l7
(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih- di Kabupaten
Pemalang;

8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan
suara pada hari dan tanggal pemungutan suara;

9. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten pemalang.

Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur l7
(tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

BAB II

SYARAT.SYARAT PEMILIH

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik Indonesia harus
terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus memenuhi syarat :a. nyata-nyata tidak sedang terganggu j iwa,/ingatannya:
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasaikan putusan dan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap; dan
c. berdomisili di Kabupaten pemarang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkandaftar pemilih sementara. yang dibuktikan iengan Kartu Tanda penduduk atau identitaskependudukan lain yang sah.

(3) Seorang warga Negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih temyata tidaklagi memenuhi syarat sebagaimana dimatsui pada ayat (2) tidak auput ..nggrnakan hakmemilihnya.

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih tambahan, diberikan tanda bukti pendaftaran untukditukarkan dengan kartu pemilih uniuk setiap p.rungrirn ,uura (Model A3.3 _ KWK).

(1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di Kabupaten pemalang.

(2) Apabila seorang pem ih mempunyai lebih dari l (satu) tempat tinggal, pemirih tersebur harusmenentukan satu diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu TanrjaPenduduk atau identitas tependudukan rain yang ,ur, rn,ur. ditetapkan sebagai tempat tinggal yangdicantumkan dalam daftar pemilih.



BAB III

PENDATAAN PEMILIH

Pasal 6

(1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden Tahap II di
Kabupaten Pemalang digunakan sebagai daftar pemilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pemalang Tahun 2005.

(2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan, divalidasi dan ditambah daftar
pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daltar pemilih sementara.

(3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena :

a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih
sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin;
c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia menjadi status sipil atau puma tugas;
d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih Pemilihan Umum Presiden tahap II;
e. telah meninggal dunia:
f. pindah domisili ke daerah lain;
g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara

Republik Indonesia; atau
h. Pemilih yang sudah terdaftar di daftar pemilih tetap Pemilihan Umum Presiden tahap II tetapi

sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.

(4) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerinrah
Daerah dalam hal ini Dinas Kependudukan.

(5) Berdasarkan daftar pemilih sebagaiman dimaksud pada ayat (4) PPS menyusun dan menetapkan
daftar pemilih sementara.

BAB IV

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pasal 7

PPS menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dengan menggunakan bahan Daftar pemilih
Sementara yang disampaikan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 8

(1) Penyusunan Daftar Pemilih Sem
formulir Daftar Pemilih Sementara

entara sebagaima
Model AI.KWK

na dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan

(2) Kegiatan penyusunan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), dilaksanakan
dalam jangka waktu paling tama 3 (tiga) hari terhitung sejak direrimanyadaftainama pemilih.

Pasal 9

(l) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuat dalam rangkap 2 (dua),
dengan ketentuan :

a. I (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman; dan
b. I (satu) rangkap digunakan sebagai bahan penyusunan Dafiar pemilih retap.



(2) Tiap rangkap Daftar pem ih Sementara dimaksud pada ayat (l) disahkan oleh ppS

Pasal l0

Pasal I I

Pasal l2

BAB IV

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

pasal l3

(l) PPS mencatat data'/nama pemilih rambahan atau pemilih baru sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ke dalam daftar pemirih iil"#;;"g* nli,ggunut un formulir Model A2-KWK.(2) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud ayat ( I ) meliputi :

: Iiff!:li##iilil,l,iiilill;xil'f,l''p'i 
a"e"'ir'"'i dan tanggar pemunsutan suara pem,ih

D. belum berumur l7 ltuiuh beras) rahun. tetapi sudarr/pemah kawin;c. perubahan status anggota r.",.r" 'N^ri""rri"irai

. indonesia ,n.r;"Ji .,"ir. sipil arau purna tuqas: 
rnesia dan Kepolisian Negara Repubrik

I ;:'#, ri;ff ;ffix; m *il;i;;; ili, r, pem 
i r i han U m u m presiden,ahap 

r r :

(1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud daram pasal 9, diumumkan oleh ppS padatempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan p.,rgu. J.rrlt.lJ.ahan, petugasRukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tulnggupu., masyarakat.
(2) Jangka waktu pengumuman Daftar pemilih Sementara seba€aimana dimaksud pada ayat ( l ),dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhirung sejak ditemfkannya Daftar pemilih Sementara.

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasar l0 ayat (2), pemilih dapat mengajukanusul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. 
'

(2) Selain usul perbaikan sebagaimana.dimaksud pada ayat (l) pemirih atau anggora keruarga dapatmemberikan informasi yang meliputi :

a. Pemilih yang terdafrar sudah meninggal dunia;
b. Pemitih sudah tidak berdomisili ai ale-sa,rt<eturairan tersebut;c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda;d. Pemilih yang terdaftar yang uiianya dibawail f i tufrrn;e. Pemilih yang sudah kawin dibawah l7 tahun;t 

i:TJiiilfff,|!|[l"t 
status menjadi rentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara

t 
il'Jl:*,T,'i:jfi,115fi::XJ"ntara 

Nasional Indonesia dar/arau Kepolisian Negara Republik
h Pemilih yang sudah lerdatiar retapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.(3) usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dan (2) dilaksanakan daramjangka waktu J hari seiak a*,"rrirunny, a.r*"p.ririn sementara dan apabira usur tersebut

ijfffi?.riff , Xi:i:*il,?**k* ;;;k";- o}L' p",1*, s.-.,,*"' a.l,e# menggunakan

Bagi pemilih yang namanva belum tercantum dalam dafiar pemirih sementara sebagaimana dimaksudPasal II' pemirih secara akrif meraporkan k.prd. pps;i';;sa,&erurahan 
merarui penlurus RT/RW.



(3) Pencatatan data pemilih baru sebagaimana dimaksud pada ayat (l) metiputi
a. Nomor urut;
b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
c. Nama pemilih;
d. Tempat tanggal lahir;
e. Umur/usia;
f. Status perkawinan (B/S/P);
g. Jenis kelamin (Lk);
h. Jenis kelamin (Pr);
i. Alamat/tempattinggal:
j. Keterangan.

Pasal l4

(1) Pencatatan data./nama pemilih tambahan atau pemilih baru dalam daftar pemilih tambahan
dilaksanakan secara bersamaan dengan kegiatan perbaikan daftar pemilih sementara sebagaimana
dimaksud pada Pasal I L

(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam 3 (tiga) rangkap dan
ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap dengan ketentuan :

a. I (satu) rangkap untuk keperluan pengumuman;
b. I (satu) rangkap digunakan PPS sebagai bahan penyusunan Daftar Pemilih tetap; dan
c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK.

Pasal l5

(1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diumumkan oleh PPS pada
tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus
rukun tetangga./rukun warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhimya jangka waktu penyusunan daftar
pemilih tambahan.

BAB VI

DAFTAR PEMILIH TETAP

Pasal l6

(1) Daftar Pemilih Sementara (Model Al-KWK) yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam
Pasal I I dan Daftar Pemilih Tambahan (Model A2-KWK). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,

disahkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dengan menggunakan formulir Model A3-KWK.

(2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam 5 (lima) rangkap, dengan
ketentuan :

a. I (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
b. I (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten sebagai bahan pembuatan Kartu Pemilih

melalui PPK;
c. I (satu) rangkap disampaikan kepada KPU Kabupaten untuk diteruskan kepada Dinas

Kependudukan sebagai bahan pemutakhiran data penduduk;
d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing :

l. 1 (satu) rangkap untuk pengumumanl
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS dan sebagai bahan penyusunan Salinan Daftar Pemilih

Tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.



Pasal 17

(l) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal l6 ayat (l ), diumumkan oleh PPS pada
tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas desa./kelurahan, petugas
rukun tetangga atau rukun warga untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ),
dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap.

Pasal l8

(l) Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16,
PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK dalam rangkap
2 (dua) dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK.

(2) PPK menyampaikan kepada KPU Kabupaten :

a. I (satu) rangkap rekapitulasi jumtah pemilih terdaftar per desa./kelurahan dalam wilayah kerja
PPK; dan

b. 2 (dua) rangkap Daftar Pemilih Tetap yang diterima dari PPS dalam wilayah kerja ppK yang
masing-masing disampaikan kepada KPU Kabupaten dan Dinas Kependudukan.

Pasal l9

KPU Kabupaten menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah
kerjanya.

Pasal 20

Rekapitulasi jumlah pemilih terdafiar sebagaimana dimaksud dalam Pasal l9 digunakan sebagai bahan
penyusunan kebutuhan surat suara, formulir-formulir, dan alat perlengkapan pemilihan ser1a
pendistribusiannya.

Pasal 2l

(1) Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, KPU Kabupaten melakukan pengisian Kartu Pemilih
untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap.

(2) Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diisi oteh KPU Kabupaten berdasarkan data
pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud datam Pasal 16.

(3) Pengadaan Katu Pemilih dilaksanakan oleh KPU Kabupaten.

Pasal 22

(1) PPS dengan dibantu oleh KPPS mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan kartu
pemilih.

(2) Kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (l), digunakan pemilih dalam memberikan suara
pada hari dan tanggal pemungutan suara.

(3) Penyerahan kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (l), harus sudah selesai paling lama
3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.



Pasal 23

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal l6 tidak dapat
diubah

Pasal 24

(l) Untuk keperluan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, PPS membuat salinan Daftar
Pernilih Tetap dengan menggunakan formulir Model .A4-KWK untuk tiap TPS.

(2) Salinan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud ayat ( I ), harus sudah diterima oleh KPPS
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VII

KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 25

Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pendaliaran pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Pemalang Tahun 2005, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENU IUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 26 Agustus 2005

KETUA,

ttd

H. M. ARIEF EFENDI
Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

s,

L

*



BENTUK DAN JENIS FORMULIR PENDAFTARAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2OO5

1. Formulir Daftar pemilih

2. Formulir Daftar pemilih 
sementara Pemilihan Bupati dan wakil Bupati (Model A I - KwK).

3. Formur ir Daft ar pemil ih ffJi;,;il,ffi": H,;:I,I;:;I": lrJ:#::,1rd 
r";

4. Formulir perbaikan Daftar pemilih Sementara (Model A 3.1 _ KWK).5. Formulir Data pemilih Br
6. Formurir randa Bukti ,,ilt#H:il;X":;,r,
T Formulir Satinan Daflar ;';;;::^:1::l "':"'n Baru (Model A i 3 - KwK).

@"d.1 ;4 -';ifu?):'at 
iemilih retap Pemilihan Bupari dan wakil Bupati

t 
I:T,lj'r R.ekapitulasi Jumlah pemijih Terdaftar pemilihPemilihan Kecamaran (Moder A 5 - KwK). tan Bupati dan wakil Bupati oreh panitia

9. Formulir Rekapitulasi Jump.,irih;; u;;,.,l&ilI:iim:iXTl?{,,fl,ffmirihan Bupatidan wakir Buparioreh Komisi

Ditetapkan di pemalans
pada ranggal 26 Agusris 2005

KETUA,

LAMPIRAN : PERATURAN KPU KABUPATEN PEMALANGNOMOR 3 TAHUN 2OO5
TANGGAL 26 AGUS TUS 2OO5

ttd

H. M. ARIEF EFENDISalinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILI HAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG

s,

o
I


